GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3)
huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara  Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2014-2019.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2
3.

Daerah adalah Provinsi Riau.
Gubernur adalah Gubernur Riau.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
yang disusun setiap tahun sekali.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun.



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun
2014 sampai dengan Tahun 2019 dan pelaksanaannya setiap

tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).
Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII - Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. BABIV : Analisis Isu-isu Strategis;

e. BABV . Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,;

f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan,

g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Daerah

h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas;

i. BABIX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

J. BABX : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Pasal 4

Penjabaran RPJMD berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam menyusun = Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2014-
2019.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Gubernur melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya
dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sepanjang pelaksanaan RPJMD.



